
   

 

 
 

 

WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE 

NOMOR 19 TAHUN  2018 

 

TENTANG 

 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  

RUMAH TANGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TERNATE, 

  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 

Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.10 / MENLHK / SETJEN / PLB.0 /4/2018 

tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3824); 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851);  

 

 

 

 

 

 



  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 

  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor P.10 / MENLHK / SETJEN / 

PLB.0 /4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan 

dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

  7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Sampah; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Ternate.  

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

3. Walikota adalah Walikota Ternate. 

4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate 



5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan 

sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik. 

6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga 

yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 

8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut 

Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan 

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga tingkat daerah kota yang terpadu dan berkelanjutan. 

 

BAB II 

ARAH JAKSTRADA  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Jakstrada yang dilaksanakan 

dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. 

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : 

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan 

b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

 

Bagian Kedua 

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

 

Pasal 3 

 

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang: 

a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga; dan 

b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga. 

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: 

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga; 



b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga; dan/atau 

c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga. 

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 

a. pemilahan; 

b. pengumpulan; 

c. pengangkutan; 

d. pengolahan; dan 

e. pemrosesan akhir. 

 

Bagian Ketiga 

Tahapan Jakstrada 

 

Pasal 4 

 

Jakstrada disusun melalui tahapan : 

a. identifikasi potensi timbulan sampah 

b. pengumpulan data pengelolaan sampah 

c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan 

d. penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah. 

 

Pasal 5 

 

(1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4          

huruf  a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor 

estimasi timbulan sampah sebesar 0,33 kg (tujuh puluh perseratus kilo 

gram) perkapita dan/ atau menggunakan faktor estimasi lokal.  

(2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar target pengurangan dan penanganan sampah di daerah. 

 

Pasal 6 

 

(1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b berasal dari:  

a. pembatasan timbulan sampah  

b.  bank sampah atau fasilitas sejenisnya;  

c. pusat daur ulang;  

d.  tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R);  

e.  tempat pemrosesan akhir; dan/atau  

f.  fasilitas pengelolaan sampah lainnya.  

(2)  Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah. 
  

 

 



Pasal 7 

 

(1) Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

disusun berdasarkan:  

a. potensi timbulan sampah;  

b. jumlah pengurangan sampah; dan  

c. jumlah penanganan sampah.  

(2) Berdasarkan Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) maka disusun strategi dan target pengurangan dan penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di 

daerah. 

(3)  Neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  

 

Pasal 8 

 

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 

meliputi:  

a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan 

daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;  

b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber 

daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;  

c. pembentukan sistem informasi;  

d.  penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, 

dan edukasi; dan  

e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban 

produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga.  

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:  

a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah 

dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;  

b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber 

daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;  

c.  pembentukan sistem informasi; dan  

d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, 

dan edukasi.  

Pasal 9 

 

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d disusun berdasarkan:  



a. target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas dan 

Jakstrada Provinsi; dan  

b. potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam                

Pasal 5 ayat (1).  

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini.  

 

BAB III 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 10 

 

(1) Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup bertugas: 

a. menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan Jakstrada di daerah; 

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada di 

daerah; 

c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada di daerah; dan 

d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada daerah  

(2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan 

prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal  11 

 

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di 

daerah yang disusun dalam bentuk Laporan Jakstrada. 

(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

dengan indikator:  

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;  

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber 

Sampah; dan  

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di 

Sumber Sampah.  

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan 

indikator:  



a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;  

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan 

akhir;  

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;  

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;  

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber 

energi; dan  

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan 

akhir.  

(4) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini.  

 

BAB IV 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pasal  12 

 

(1) Evaluasi pelaksanaan Jakstrada di daerah dilakukan melalui :  

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan  

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.  

(2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada di daerah. 

 

Pasal  13 

 

(1) Hasil pelaksanaan Jakstrada di daerah dilaporkan kepada Gubernur 

Maluku Utara.  

(2) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  

 

BAB V 

PENDANAAN 

 

Pasal 14 

 

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada di daerah berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan sumber dana lainnya yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 15 

 

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 

 

 

 

              Ditetapkan di Ternate, 

              pada tanggal 25 September 2018 

Diundangkan di Ternate 

pada tanggal 26 September 2018  

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018  NOMOR 361 

 



persen

I POTENSI TIMBULAN SAMPAH 31.832 31.832 0,000001535 0,000000004823%

II PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT) 7.075,53 10.654,35 3.578,83

Persentase pengurangan dari sumber 22,23% 33,47%

a Pembatasan timbulan sampah 3.401,80 6821,85 3420,05 50%

b Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah 1.759,30 2007,5 248,2 12%

c Jumlah sampah didaur ulang di sumber 1.914,43 1825 -89,425 -5%

III PENANGANAN SISTEM KOTA 23.564,40 20881,65 -2682,75 -13%

Persentase pengelolaan sistem kota 74,03% 65,60%

d Pemilahan/Pengumpulan

e Pengangkutan*)

Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)

Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)

f Pengolahan 730,00 730 0,00 0%

1.  Sampah terolah menjadi bahan baku 730,00 730 0 0%

2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0,00 0 0 #DIV/0!

g Pemrosesan akhir 22.834,40 20.151,65 -2682,75 -13%

Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir 22.834,40 20151,65 -2682,75 -13%

IV SAMPAH YANG DIKELOLA ( II + III) 30.639,93 31536 896,075 3%

Persentase sampah terkelola 96,26% 99,07%

V SAMPAH TIDAK DIKELOLA  (I - IV) 1.192 296,088 896 75%

Persentase sampah tidak terkelola 3,74% 0,93%

KETERANGAN Tahun 2017 Tahun 2018
PERUBAHAN

Tahun 1 - Tahun 0

PERATURAN WALIKOTA TERNATE 

NOMOR     : 19 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 September 2018

TENTANG : NERACA PENGELOLAAN SAMPAH (Dalam satuan Ton)



 

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR   19  TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN 
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH 

TANGGA 
 
 

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PEMERINTAH KOTA TERNATE 
 

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota 

INDIKATOR TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Potensi Timbulan Sampah Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada 
(ton/tahun) 

31.832 32.469 33.118 33.780 34.456 35.145 35.848 36.565 

Target Pengurangan Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga dalam Jakstrada 

18% 20% 22% 24% 26% 27% 28% 30% 

Target pengurangan sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tangga tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

5.730 6.494 7.286 8.107 8.959 9.489 10.037 10.970 

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun). 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

INDIKATOR TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Potensi Timbulan Sampah Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga dalam 
Jakstrada (ton/tahun) 

31.832 32.469 33.118 33.780 34.456 35.145 35.848 36.565 

Target Penanganan Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 
Rumah Tangga dalam Jakstrada  

73% 80% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 

Target penanganan sampah Rumah 
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

23.237 25.975 24.839 24.998 25.153 25.305 25.452 25.596 

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR  19 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN 

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH 
TANGGA 

 
PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TERNATE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH 
 

TANGGAL 15 AGUSTUS  TAHUN 2O17 – 2025 
 

NO KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN 

TAHUN 

SEKTOR 

UTAMA 

SEKTOR 

PENDUKUNG  

2

0

1

7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Peningkatan 
kinerja 
pengurangan 
sampah Rumah 
Tangga dan  
sampah Sejenis 
sampah Rumah 
Tangga 

Penguatan 

keterlibatan 
masyarakat 

melalui 

komunikasi, 

informasi, 

dan edukasi 

(KIE) 

1)   

pengembangan 
kegiatan pendauran 

ulang dan 

semanfaatan 

kembali sampah 

rumah tangga dan 

sampah sejenis 
sampah rumah 

tangga skala rumah 

tangga dan skala 

permukiman 

berbasis masyarakat 

Kelompok 

RT/RW, 
Sekolah, 

Kantor 

3 5        Pemkot  

OPD terkait 

   2)  Sosialisasi 
Pengembangan 

Kegiatan  

pendauran ulang 

dan pemanfaatan 

kembali Sampah 

Rumah Tangga 
dan Sampah 

Sejenis Sampah 

Rumah Tangga  

Kelurahan,  
Retail, 

Hotel, 

Ormas, 

Sekolah 

 2 4       Pemkot OPD terkait dan 
BUMD serta Badan 

Usaha Swasta 



NO KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN 
TAHUN SEKTOR 

UTAMA 

SEKTOR 

PENDUKUNG 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   3) Edukasi antara 

lain melalui 

pendidikan 

ekstrakurekuler, 
perpustakaan 

berjalan, 

pelatihan untuk 

PKK, kurikulum 

mata pelajaran, 

dan taman 
edukasi 

Sekolah,  

Posyandu, 

PKK, 

Dharma 
Wanita, 

Komunitas 

5 10        Pemkot OPD terkait, BUMD 

serta elemen 

lingkungan dan 

komunitas peduli 
lingkungan 

2. Peningkatan 

Kinerja 

penanganan 

Sampah Rumah 

Tangga dan  
sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga 

a.Penguatan 

koordinasi 

dan kerja 

sama 

antara 
Pemerintah 

Pusat dan 

daerah 

1) Penyusunan  

keputusan 

bersama 

mengenai 

koordinasi 
penanganan 

Sampah Rumah 

Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga 

Assesment 1 1        Pemkot 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   a) Penyediaan 

lahan 

Dokumen 1 1        Kota Kelurahan dan 

Masyarakat 



 

NO KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM SATUAN 
TAHUN SEKTOR 

UTAMA 

SEKTOR 

PENDUKUNG 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    b)Anggaran 

penanganan 

Sampah 
Rumah Tangga 

dan  sampah 

Sejenis 

sampah 

Rumah Tangga 
yang meliputi 

pemilahan, 

pengumpulan, 

pengangkutan, 

pengolahan, 

dan 
pemprosesan 

akhir 

 

Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah 

Pemprov 

dan 

pemkab/
Kota 

Kemendagri, 

KemenPPN/ 

Bappenas, 
Kemenkeu, 

KemenPUPR, dan 

KLHK 

OPD terkait 

   2) Pembangunan 

dan revitalisasi 

TPA Kab/Kota 

Unit 1 1        Pemkot 

 

 

Satker PLP, PU 

Provinsi, 

KemenPUPR dan 

Kemendagri 
 OPD terkait 

   3) Pembangunan 

TPA Regional 

antar Kab/Kota 

Unit - - - - - - - - - Pemprov DPRD Prov, DPRD 

Kab/Kota, KLHK, 

Kemedagri, 

KemenPUPR, 

KemenPPN/ 
Bappenas, 

KemenESDM, 

Kemenkeu dan 

pemkab/kota 

OPD terkait 

  b. Penguatan 

keterlibat 
an 

masyara 

kat 

melalui 

KIE 

1) Pendampingan 

masyarakat 
dalam 

pengelolaan 

sampah Rumah 

Tangga dan 

sampah sejenis 
rumah tangga 

Orang 500 1000        Pemkot OPD terkait 
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   2) Pelaksanaan 

pengolahan 

sampah organik 
bagi rumah 

tangga 

Alat 

pengompos

an 
(komposter 

aerob) 

100 200        pemkot OPD terkait, 

kecamatan, 

kelurahan, RT/RW, 
masyarakat 

   3) Pengembangan 

model 

pemilahan 

Sampah Rumah 
Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga melalui: 

kelurahan 2 16        Pemkot OPD terkait, 

kecamatan, 

kelurahan, RT/RW, 

masyarakat 

   a) Jumlah unit 

bank 

sampah di 
masyarakat 

Unit/ tahun 10 20        Pemkot OPD terkait, 

kecamatan, 

kelurahan, RT/RW, 
masyarakat 

   b) Armada 

pelayanan 

Kawasan 

(TPS3R) 

Unit 4 16        PUPR dan 

Pemkot 

OPD terkait, 

kecamatan, 

kelurahan, RT/RW, 

masyarakat 

   4) Peningkatan 
Keinginan 

membayar 

(willingness to 

pay) 

masyarakat 
untuk 

membayar jasa 

layanan 

pengelolaan 

Sampah Rumah 

Tangga dan  
sampah Sejenis 

sampah RT 

Kecamatan 2 2        pemkot OPD terkait, 
kecamatan, 

kelurahan, RT/RW, 

masyarakat 
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  c. Penguatan 
penegakan 

hukum 

1) Peningkatan 
kapasitas aparat 

penegak hukum 

dalam 

penanganan 

Sampah Rumah 
Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga antara 

lain Penyidik 

Pegawai Negeri 
Sipil, Pejabat 

Pengawas 

Lingkungan 

Hidup, Satuan 

Pamong Praja, 
Jaksa, Polisi, 

pegawai pada 

dinas 

perhubungan di 

wilayah provinsi 

dan 
kabupaten/kota 

mulai dari 

pengangkutan, 

pengolahan, dan 

pemprosesan 
akhir. 

Orang 2 20        Pemkot OPD terkait 
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   2) Pengawasan 

terhadap 

ketaatan dalam 

pelaksanaan 

operasional 
penanganan 

Sampah Rumah 

Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga untuk 
kegiatan 

pengangkutan, 

pengolahan, dan 

pempeosesan 

akhir 

Orang 2 5        Pemkot OPD terkait 

  d. Penerapan 
dan 

pengemba

ngan 

sistempen

gelolaan 

sampah 
terpadu 

dan 

penangan

an 

Sampah 
Rumah 

Tangga 

dan  

sampah 

Sejenis 

sampah 
Rumah 

Tangga 

1) Pembentukan 
fasilitator dan 

motivator 

lingkungan 

untuk 

penanganan 

Sampah Rumah 
Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga berbasis 

masyarakat 

0rang 2 10        DLH 
Pemkot  

OPD terkait, dan 
Universitas serta 

lembaga 

pendidikan 
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   2]  Pembentukan 
dan penerapan 

sistem 

pengelolaan 

sampah bagi RT 

dan RW dalam 

melakukan 
penanganan 

Sampah Rumah 

Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 
Tangga berbasis 

masyarakat 

 

RT/RW 2 16        Pemkot Pemkot dan OPD 
terkait, Kecamatan, 

Kelurahan, 

Komunitas 

Masyarakat 

   3] Pembentukan 

dan penerapan 

sistem insentif 

dan disintensif 
bagi pengelola 

kawasan yang 

melakukan 

pengelolaan 

Sampah Rumah 
Tangga dan  

sampah Sejenis 

sampah Rumah 

Tangga berbasis 

kawasan melalui 

kegiatan 
pemilahan, 

pengumpulan 

dan 

pengangkutan 

 

Kawasan 2 5        pemkot  Pemkot dan OPD 

terkait, Kecamatan, 

Kelurahan, 

Masyarakat 
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   4]Pembentukan 

dan penerapan 

sistem insentif 

dan disinsentif 

bagi kelurahan 
yang melakukan 

penanganan 

Sampah Rumah 

Tangga dan  

sampah Sejenis 
sampah Rumah 

Tangga berbasis 

kawasan melalui 

kegiatan 

pemilahan, 

pengumpulan 
dan 

pengangkutan 

 

Kelurah

an 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 Pemkot OPD terkait 

 
 

 

 
 

  


